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Menimbang

IVlengingat

I a. bahrva daiam upalja pela,vanan dan pemerataan pendidikan kepada

masvarakat, serta 
- 
meningkatkan partisipasi masl'arakat di bidatg

p.niidiku,, perlu diberikan kesempalan kepada 
. 
mas-yarakat untuk

mendirlkaniembagapendi<iikanbarudiKabupatenSabuRaijua.
b. bah*,a berdasarki pertimbangan sebagaimana dimaksud dari huruf a-

perlu menetapkan K,p,tu'*- Kepala Dinas Penanaman Modal dan

irelai anan Terpadu Satu pintu, Perinciustneur dan Perdagangan Kabupaien

Sabu Rarjua tentang Izrn Operasional Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

RUBA MLTRI

: 1. Undarg - Lindang Repubirl' lndonesia l{omor 20 Tahun 2003 tentang

Srstem Pendidikn Nasional;
2. Undang-undang Republik In<ionesia Nomor 14 Tahun 200:l tentang Guru

dan Dosen:
3. Undang-undang Repubhk Indoneisa Nomor 32 Tahun 2005 tentang

pemerintahon Du"rul, sebagaimana telah dirubah berapa kali diubah

terakhir ciengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubaha.n kedua atas Undang-Undang lr{omor 32 Tahun 2004.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 200t1 tentang
pembeltulial Kibupaten Sabu Raijua di Provinsi rr-usa Teuggara Tirriur:

5. peraturen Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 199rJ lentang

Penciidikan Pra Sekolah.

6. peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 39 Tahun i990 tentang

Peran serta Masl"arakat Dalam Pendidikan Nasional.

7. peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 47 Tahun 200tt tentang

Walib Belaiar:
B. peratura:r Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 tentang

Standar Nasr onal Pendidikan-



9.

10.

11.

t2.

PeranrranPemerintahRepublrklndonesiaNomor66Tahun20l0tenlang
;;;;.i;i"," dan.Pen.'e1e"*.*:'fl l::*d*:Ior 60 rahun 2013 tentang

i'"ri**:presiden Republik lndonesta 
]'

;Ii,,-#;;e'n nnut-u"iu oini Holistrk dan Intesrttas'

perituran Menteri o*O'Oil-" Nasional- n*tf'uiit rnaonesia Nomor 63

Tahun 2009 tenlang ["tt* pt'i'Tinq-M*u Pendrdikan '

Peraturan Menten pt"iii*il dan. tltuudotuutt Republik lndonesta

Nomor ti;l Tahun 'o'*^""** 
pe'0"'#Sotli* pt"aidttt'n Anak Usia

B;:;i,,* Menteri Pencridikan 1*,1::l1il:T,::li:lll 
Indonesia

Nomor 137 Tahun ,oill."l*g standarNasionat 
penoldkan Anak usia

DJ#;rrr* 
Menteri Pendidikan,.IT:":1,,*epublik tndonesia Nomor

iii6lz,, iiz tenlang Pedoman Pendinan Sekolah'

Peraturan Bupati s'iln':* Nomor 19 Tahun 2017 tentar-rg Kedudukan

Sistem orgamsasl il'"ffi#;;;;;;; ou"itt,,g'l serta tata keria Dinas-

13

t4.

15

Memperhatikan

Menelapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Dinas KabuPaten Sabu Rai:u11

t 6 "*#i.ffix"B,Tl; fr 
" 
ffi T:: :**, 3.',,* i1ffi? -"ffIT#:#*

ffi:itrffi "*,:l* #i is1 i:::lxl" i;:i* J#"iil-#ffi3J#?1"#iJ',il',iil'.#,;;.*s:"i1r3^y::*'^ff ::ffiffi ffiffffiiffiHffi# rerpadu saru pintu. perindustrian dan Perdagangan

KabuPaten Sabu Raiiua'

l.AktaPendirianLembagaPendidikanAnakUsiaDini(PAUD)RUBA
MURI dari xotans-i*ri*ra Mali. S.H Nomor .22 tanggal g November

2009
2. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan' Kebudal'aan'

Kepemudaan J;" Olahraga Kabupaten Sabu -Ra4ua 
Nomor :

42013')4IDPKKO-SR/XIV201 8 tanggal 5 Desember 20i 8

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin operasional Pendidikan Anak usia Dini (PALTD) RLIBA

MURI --vang berlokuii di n.tu Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu

Rarjua.
Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU- berlahu

sepanjang mematuhi semua ketentuan 1'ang peraturan perundang-undangan

vang berlaku. dan rvajib melaporkan hasil belaiar mengajar pada setiap arial
tahun kepada Dinas Pendidikan, Kebudal,'aan. Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Sabu Raijua
Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan tern-\'a1a timbul kerugian pada
pihak lain. atau peserta didik -vang mengakibatkan terhentrnl,a kegratan
pendidikan, maka segala resiko ]'ang timbul sepenuhnva menjadi
tanggungiauab pihak pemegang izin
Segala penyimpangan dan atau kelalaran atas ketentuan dalam keputusan ini
vang dapat merugikan keu,ibar,r'aan pemerintah baik sengaja maupan tidak
sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

\

\



KEI,IMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

Tidakdibenarkanmengalihkafl.tzinOperasionalPendidikanAnakUsiaDini
(pAuD) ke pihak luin 

"dd; daHh apapun r"n*rum adanya persetujuan dari

Dinas pendidikan, Kebudayaarq repemudaan dan olahraga kabupaten sabu

tffif melengkapi se,,,ua perizin3n dan persyaratan rainnya sesuai dengan

ketentuan perafiran perundang-undangan yang l"-ttt
ttal_lrat yarrg belum";;;;; tiou[ oiitriaalam keputusan ini akan diatur

kemudiaa sebagaimana mestinnYa'

Keputusan ini mulai berlaku puou t*ggx ditetapkan dan apabila dikemudian

hariterdapatkekeliruaarrut.uoaiua*unperbaikansebagaimanamestinya.

Tembusan disahpaikan delgan hqrmat kepada | '
1. Bupati SaUu na;;ua di Seba (sebagai laporan);

2. Kepala Dinas pendidikan, fiUuaayaarU i*p"^"6*, dan Olahraga Kabu$aten Sabu Raijua di Seba;

3. Iruiehtur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;

4. Camat Sabu Barat di Seba;

5. Kepala Desa Menia di Menia.

Ditetapkan di : Seba

Parla Tanss al :28 Desember 201 8

l'. l. ItIg r '
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